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PEREMPUAN, KEMISKINAN
DAN KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU

Widia Fithri’

Abstrak

Wajah perempuan Indonesia hari ini tidak jauh berbeda dengan wajah perempuan Indonesia
cahun 1928. Data menunjukkan bahwa 63.7 % perempuan Indonesia berstatus miskin sekaligus
sebagai pengemban tugas kepala keluarga alias tulang punggung keluarga. Perempuan miskin
sesungguhnya jauh lebih berdampak ruk daripada laki-laki miskin, karena perempuan atau ibu
berperan ganda dalam keluarga yang secara emosional lebih dekat dengan anak-anak. Mengurangi
jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan
anak, yang merjadi generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam
mewujudkan korelasi positif antarapercumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

A. Pendahuluan

Pembangunan kualitas hidup perempuan menjadi penting, mengingat kualitas
hidup perempuan sangat menentukan generasi yang akan datang. Hal yang sangat
mendasar dalam rangka mewujudkan kualitas hidup perempuan adalah masalah
kesejahteraan perempuan, masalah pendidikan dan keseharan serta menghapus segala

bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Informasi yang dirilis oleh WCC Nurani di Padang pada akhir tahun 2013
tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi. Salah satu
faktor pemicunya adalah tidak adanya payung hukum yang jelas untuk tindakan ini.
Lain halnya dengan informasi dari Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang,
Nelvi Irwan Prayitno mengatakan, meningkatnya angka kekerasan terhadap
perempuan dan anak, serta korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
kondisinya semakin memprihatinkan, namun yang terungkap kepermukaan sangat

sedikit, ibarat gunung es.

Pada tahun 2012 tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak di P2TP2A Sumbar sekitar 155 kasus, terdiri dari 95 kasus kekerasan terhadap
perempuan dan 60 kasus terjadi pada anak. Sedangkan kasus yang dilayani P2TP2A
Sumbar tahun 2013 sebanyak 23 kasus yang terdiri dari 10 kasus kekerasan pada
perempuan dan 13 kasus kekerasan pada anak, pada kondisi terahir Oktober 2014
tercatat 48 kasus yang terdiri dari 40 kasus perempuan dewasa, I laki-laki dewasa dan

7 anak-anak.

Jurzsan Aqidah Filsafar, Fakulras Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

widia_nichri@yahoo.co.id.
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Dalam catatan Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat hampir
semua kasus kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi.
Silvia Hanani : 2008 menjelaskan bahwa Hal ini menjadi indikator tentang tidak
terbentuknya lagi sistem ekonomi produktif perempuan, karena telah dicabutnya
tanah ulayat sebagai aset ekonomi mandiri perempuan oleh pihak-pihak yang tidak
dibolehkan oleh adat. Dengan ketidakmandiriannya itu, perempuan sangat rentan
mengalami kasus kekerasan.Inilah sebuah potret realitas faktual yang sangat jelas
menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dialami oleh perempuan,sangat dipengaruhi
oleh ketidakmandirian ekonomi perempuan, sehingga ia rela mengalami kekerasan
oleh suami atau pihak lain. Perempuan tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki
aset usaha, tidak mandiri secara ekonomis. Ketidakmandirian dari segi ekonomi ini
ternyata berpengaruh terhadap sikap yang diambil perempuan jika dia mengalami
kekerasan. Perempuan lebih memilih bersikap diam terhadap kasus yang
menimpanya, sebab dengan sikapnya yang seperti itu kebutuhannya masih bisa
dipenuhi oleh suami atau pihak yang bertanggungjawab terhadap kebutuhannya.

Ketergantungan yang tinggi inilah yang menyebabkannya sangat rentan dengan kasus
KDRT.

Nelvi Irwan Prayitno menjelaskan pemerintah menyadari bahwa penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan pada
pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama sinergis banyak pihak terkait
dengan fungsi terpadu dan saling membantu,”. Hal ini disampaikan pada saat
menghadiri MOU P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dengan mitra kerja
terkait. Pemerintah bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan
anak korban tindak kekerasan berhak mendapatkan penanganan kesehatan dan
penyidikan dari kepolisian. Hal ini tentunya membutuhkan visum et repertum untuk
mendapatan bantuan hukum. Berdasarkan pengalaman di lapangan, korban

umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah, dimana mereka tidak mampu
membiayai urusan perkara tersebut.

Wajah perempuan Indonesia hari iri tidak jauh beda dengan wajah perempuan
Indonesia tahun 1928. Kebebasan perempuan yang digadang-gadang memiliki
kesempatan yang sama dalam memperoleh kesempatan di berbagai sektor, baik
politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, dalam kenyataan tidak berdampak
signifikan dalam mengangkat harkat derajat perempuan. Data menunjukkan bahwa
63.7 % perempuan Indonesia berstatus miskin sekaligus mengemban tugas sebagai
kepala keluarga alias tulang punggung keluarga. Demikian diungkapkan oleh Yefri
Heriani dari LSM Nurani Perempuan Padang dalam acara workshop yang diadakan
Pinpinan Aisyiah Wilayah Sumatera Barat.” Apa pentingnya membicarakan
perempuan dalam kaitannya dengan kemiskinan? Bagaimana konsep nilai kearifan
lokal Minangkabau menjadi landasn nilai bagi masalah perempuan dan kemiskinan ?

? Workshop yang diangkatkan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiah Sumatera Barat, 17 April 2015.

sl
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B. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Objek material penelitian ini
adalah Perempuan, Kemiskinan dan Kearifan lokal Minangkabau. Objek Formal
penelitian ini adalah Filsafat Nusantara dalam hal ini Filsafat Minangkabau. Analisa
data digunakan dengan analisis deskriptif. Studi kasus ini mengambil tempat di kota
Padang dengan alasan kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di
Sumatera Barat. Saat ini tercatat jumlah penduduk miskin, hampir miskin dan rawan
miskin di Sumbar berjumlah 410. 102. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Rahmad Sani. "Kota Padang
paling banyak jumlah penduduk miskinnya, disusul Pesisir selatan dan Agam. Darta
itu merupakan Pendataan Program Perlindungan ~ Sosial (PPLS) 2011
(htep://www.jpnn) Tujuan penelitian ini adalah 1) membangun serta mendorong
peningkatan kualitas hidup perempuan untuk ikut serta dan berperan aktif dalam
memelihara dan melestarikan kerahanan keluarga, karena keluarga menjadi
episentrum dalam perbaikan masyakarat. 2)Menggali dan melestarikan nilai-nilai
budaya lokal Minangkabau dalam merespon perubahan yang terjadi pada masyarakat
terutama penguatan peran serta perempuaan dalam membangun bangsa.

C. Kemiskinan dan Perempuan

Kemiskinan yang asal katanya miskin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), juga
disebutkan bahwa kemiskinan sebagai “hal miskin” atau “keadaan miskin”.
Sedangkan miskin absolut adalah siruasi penduduk atau sebagian pebduduk yang
hanya dapat memenuhi pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk
mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Bappenas memberikan pengertian bahwa kemiskinan diartikan sebagai kondisi
dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain : tidak
terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air
bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari
periakuan atau ancaamaan tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupaan sosial politik.

Dari defenisi kemiskinan yang ditampilkan secara umum, kemiskinan mengacu
pada aspek ekonomis mengarah pada ketiadaan, meskipun dalam realitasnya
kemiskinan itu tidak berwajah tunggal namun sangat kompleks dan multidimensi.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai
“ktor vang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses
cchadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Remiskinan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Nasional (RPJMN) 2004-2009 tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan
ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan
bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat.
Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan,
kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan
lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Kemiskinan diklasifikasikan sebagai kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.
Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan
pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga
menyebabkan ketimpangan pendapatan, sedangkan kemiskinan absolut adalah situasi
rumahtangga  yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam
mempertahankan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan
absolut berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana
kesehatan, tidak memiliki sumber air bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu
menyekolahkan sebagian atau semua anak dalam rumahtangga, dan mungkin tidak
memiliki tempat perlindungan dasar. (BPS, 2008 : 5).

Pengukuran Kemiskinan. BPS menetapkan 8 variabel yang dianggap layak dan
operasional untuk penentuan kriteria rumah tangga miskin. Kedelapan variabel

tersebut adalah :

1). Luas lantai per kapita <8 m2

2). Jenis lantai adalah tanah

3). Air bersih berasal dari sumber yang tidak terlindung.

4). Tidak ada jamban/WC

5). Tidak memiliki aset

6). Pendapatan total kurang dari 350.000 per bulan

7). Persentase pengeluran untuk makanan > 80% pendapatan

8). Konsumsi lauk pauk tidak ada/ kalaupun ada tidak bervariasi

BPS . mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran
(BPS, 2008)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2010 sebesar 5.93%.
Angka ini lebih rendah dibandingkan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar  6,10%. Rendahnya pertumbuhan  ekonomi kemungkinan
menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Kemudian, rasio
gender Sumatera Barat juga cukup tinggi yaitu sebesar 50,39% pada tahun 2010.
Artinya jumlah penduduk perempuan melebihi jumlah penduduk laki-lzki.
Fenomena ini kemungkinan menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Sumatera

Barat, sebagaimana teori ekonomi mengatakan bahwa semakin tingg jumiah
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penduduk perempuan menyebabkan tingginya angka kemiskinan (Reni Mustika :
2012).

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok marjinal dan
kaum perempuan yang pada umumnya merupakan pihak yang banyak dirugikan.
Dalam rumah tangga miskin, mereka sering menjadi pihak yang menanggung beban
kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak,
mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan beban kerja. Kualitas hidup
masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan
kesehatan dan pendidikan (Bahri, 2005).

Beberapa studi ekonomi makro menegaskan bahwa wanita yang lebih
berpendidikan akan memberikan sumbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan
generasi muda melalui penurunan angka kematian bayi dan anak-anak, tingkat
kesuburan yang lebih rendah, dan peningkatan gizi anak-anak. Pada tingkat ekonomi
makro, salah satu hasil studi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen
kepesertaan wanita dalam pendidikan sekolah menengah menghasilkan 0,3 persen
peningkatan dalam pendapatan per kapita (Dollar dan Gatti, 1999: dalam Michael
Bamberger dkk., hal. 341).

Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh
berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi
sosial budaya yang mengatur alokasi peran, atribut, stereotip, hak, kewajiban,
tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Marjinalisasi,
diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing
perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadisangat lemah. Hal ini
menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan (Susanti, 2006).

Kombinasi ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang
dihadapi oleh perempuan miskin menyebabkan terjadinya peningkatan “feminization
of poverty”. Pemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi
rendah, termasuk tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi, kurangnya akses
terhadap sumberdaya ekonomi (termasuk kredit, pemilikan lahan dan pewarisan),
kurangnya akses ke pendidikan dan jasa pendukung dan minimnya partisipasi
mereka dalam penentuan keputusan. Kemiskinan juga dapat mendorong perempuan
kedalam situasi rawan pada eksploitasi scksual (Susanti, 20006).

Sumatera Barat khususnva Kota Padang vang memiliki budaya Minangkabau
yang dikenal memiliki sistem matrilineal ternyata tidak menjamin tingginya peran
dan partisipasi perempuan khususnya dalam ranah publik. Akses dan kontrol
perempuan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sumberdaya yang ada
disekitarnya masih lebih banvak ditentukan oleh orang-orang yang berada diluar
dirinya. Peluang perempuan untuk mendapatkan modal secara mandiri masih
terhalang oleh syarat izin. Disamping iru. beban kemiskinan mempersempit peluang

untuk dapat memajukan dan meningkatkan kapasitas diri (LP2ZM, 2000)
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Perempuan miskin sesungguhnya jauh lebih berdampak buruk dari pada laki-
laki miskin, karena perempuan atau ibu berperan ganda dalam keluarga yang secara
emosional lebih dekar dengan anak-anak. Peran ganda perempuan sebagai penentu
urusan dapur keluarga yang bergayur didirinya segala urusan keluarga termasuk anak-
anak. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa kemiskinan di kalangan wanita
mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak lebih dari pada pria. Ketika
penghasilan wanita meningkat dan jumlah wanita miskin berkurang, anak-anak juga
memperoleh manfaat dari perkembangan it karena dibandingkan dengan pria,
wanita lebih banyak membelanjakan uang mereka untuk keluarga dan khususnya
untuk anak-anak. Dengan kata lain, mengurangi jumlah wanita miskin justru akan
memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi
generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam
mewujudkan korelasi positif antarapertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

D. Perempuan Dalam Kearifan Lokal Minangkabau

Perempuan dalam budaya Minangkabau di sebut dengan Bundo kanduang.
Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal Bundo kanduang punya

kedudukan central dan memiliki fungsi stracegis. Bundo Kanduang dalam pepatah
Adat dinukilkan sebagai berikut:

Bundo kanduang Bundo kanduang

Limpapeh rumah nan gadang Limpapeh rumah nan gadang
Sumarak dalam nagari
Hiasar di dalam kampuang

Nan tahu di malu sopan

Menyemarakkan Nagari

Hiasan dalam kampung

Yang punya sopan santun

Yang menghiasi kampung dan hal
laman serta nagari

Kamahias kampuang jo halaman
Sarato koto jo nagari

Sampai ka balai jo musajik sampai ke pasar dan mesjid

o "

Sarato jo rumah tanggo

Dibias jo budi baiak

Malu sopan tinggi sakali
Baso jo basi bapakaian

Nan gadang basa batuah
Kok hiduik tampek banazar
Kok mati tampek baniat

Tiang kokob budi nan baiak
Pasak kunci malu jo sopan
Hiasan dunia jo akbirat
Auib tampek mintak aia
Lapa tempek mintak nasi

serta rumah tangga

yang memiliki budi baik

yang memiliki scpan santun
Melekat didirinya budi bahasa
yang Agung dan Terhormat
Selagi hidup tempat bernazar
Setelah mati tempat berniat

Tiang utama budi yang baik
Menjaga rasa malu dan kesopanan
Hiasan dunia dan akhirat

Tempat meminta air ketika haus
Tempat meminta nasi jika lapar
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Bundo kanduang merupakan lambang kehormatan dalam kaumnya terutama
dalam nagari. Lambang kehormatan tersebut  bukan hanya didasarkan pada
kodratnya atau bentuk fisiknya, tetapi lebih kebentuk kepribadiannya yang disebut
dengan budi. Ibu menjadi hiasan dalam kampuang, yang berasal dari kepribadiannya
dalam arti ibu mengerti tatacara, sopan santu, budi pekerti, dan memelihara diri dan
kaumnya. Selain beberapa hal tersebut, ibu juga mengerti dengan agama, memahami
aturan agama, memlihara masyarakatnya dari hal-hal yang mendatangkan dosa.

Dalam masyarakat Minangkabau kehadiran seorang perempuan didalam
keluarga sangat diharapkan. Jika tidak ada keturunan perempuan dalam suatu
keluarga, dapat dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus, alasannya
Larena dalam kekerabatan matrilineal, garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu

(perempuan).

Menurut garis kekerabatan matrilineal, pemilik harta di Minangkabau adalah
kaum wanita. Laki-laki tidak berhak untuk memiliki harta pusaka, namun ia diberi
kewajiban untuk mengembangkan harta tersebut. Harta pusaka adalah warisan yang
menurut adat Minangkabau diterima dari mamak kepada kemenakan. Setiap harta
pusaka selalu dijaga dan pelihara agar tetap utuh. Menjaga keutuhan harta pusaka ini
berarti menjaga keutuhan kaum kerabat. Hingga harta ini dapat diturunkan kepada
generasi berikutnya, sebagai penerus kerurunan. Harta diturunkan dari mamak
kepada kemenakan, kemenakan disini adalah kemenakan yang perempuan sebagai
penerus garis keturunan. Kemenakan yang laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan
warisan tersebut. Walau demikian kemenakan yang laki-laki diberi kewajiban untuk
menjaga dan mengembangkan harta pusaka tersebut. Dalam penggunaannya di atur
oleh kaum perempuan.

Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi perempuan dalam ratanan adat
Minangkabau, seperti pendidikan Agama, budi pekerti dan basa basi, sampai
menuntun menjadi seorang perempuan yang arif bijak bestari, merupakan hal utama
yang harus dimiliki perempuan Minangkaabau. Menanamkan pengerahuan tentang
harta pusaka serta batas-batas kepemilikannya serra penggunaan dari hasil yang
terkandung di dalam maupun di arasnya, menjadi pegangan utama bagi kaum

perempuan, demi menjaga kemaslahatan suku/kaumnya.

Pada prinsipnya perempuan Minangkabau memiliki kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan  seluas-luasnya serta  kesempatan untuk mengatur
perekonomian kaum, semua berada dalam genggamannya. Maka, kaum perempuan
juga disebut sebagai pemegang kunci peti perbendaharaan harta dan lumbung padi
yang berada di setiap halaman Rumah Gadang Sebagai seorang ratu, perempuan
Minangkabau biasa diandaikan dengan sebutan Limpapeh Rumah Gadang. Menjadi

penyumarak anjuang (ruang di atas Rumazh Gadang).

Perempuan Minangkabau tidzk boleh bicara sembarangan, apalagi bergunjing.

Perempuan Minangkabau dilarang reiiar ruman kalau tidak ada keperluan yang
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sangat penting, tidak akan terjadi. Dalam ratanan Adat Minangkabau, jika terjadi
permasalahan yang menimbulkan perselisihan, maka para pemuk adat dapat
meminta pertimbangan bijaksana kepada kaum perempuan atau Bundo kanduang.
Meskipun pada dasarnya pengendali dan pengelola Adat Minangkabau adalag laki-
laki, namun ruang yang begitu besar serta kesempatan yang diberikan unrtuk
memperoleh pengetahuan lebih besar memunculkan sikap yang arif bijaksana. Maka
petuah yang telah dikeluarkan Bunda Kandung, menjadi acuan untuk sebuah
keputusan dalam tatanan kepemerintahan adat di Minangkabau.

E. Kesimpulan

(1) Mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda
dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan.
Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam mewujudkan korelasi
positif antara pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

(2) Orang Minangkabau harus menyadari nilai-nilai kearifan lokal tentang
kedudukan dan fungsi Bundo kanduang yang amat luas dalam tatanan
masyarakat saat ini sudah mulai bergeser dan terkikis, maka sudah saatnya untuk
semua pihak menyadari perlunya penguatan lembaga Bundo kanduang dan
lembaga sosial yang bergerak dalam masalah perempuan untuk memberi andil
bagi hadirnya kesejahteraan bagi perempuan kini dan nanti.
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